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Pengadilan Agama Cilegon yang memerikasa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan

Penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan lbu rumah
tangga, bertempat tinggal di Kota Cilegon

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal
05 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Cilegon dengan register perkara nomor: 663/Pdt.G/2014/PA.Clg tanggal 05
Nopember 2014 telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil dan

alasan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 663/Pdt.G/2014/PA.Clg Hal. 1 dari 5 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2004, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon (Kutipan Akta
Nikah Nomor : 623/29/1X/2004 tanggal 08 September 2004);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang
anak bernama Anak (pr) 9 tahun;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus
yang disebabkan antara lain:

1.Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan ;
2. Tergugat berprilaku kasar;
3. Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah
rumah sejak tanggal 29 oktober 2014;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga
tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya
agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan
norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi
Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat
dengan Tergugat;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara
ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Cilegon cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
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mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir,
selanjutnya majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran yang cukup
agar Penggugat rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat dan
atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan ingin rukun kembali dengan
Tergugat, dan berkehendak mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk
meringkas uraian Penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita

Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

-------- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini berkenaan dengan perceraian
orang-orang yang beragama Islam, yang menikah secara agama Islam maka
perkara ini merupakan Absolute kompetensi Pengadilan Agama sesuai
dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat,
Penggugat berdomisili di wilayah Kota Cilegon termasuk yurisdiksi
Pengadilan Agama Cilegon maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan kedua
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dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan

kompetensi relatif Pengadilan Agama Cilegon ;

Menimbang, bahwa majelis di muka persidangan telah berusaha
mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat dan saran agar
rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri sesuai maksud Pasal
82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas nasehat
tersebut, Penggugat menyatakan ingin rukun kembali dengan Tergugat dan
berkehendak mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa keinginan
Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a
quo perlu menetapkan dan menyatakan bahwa perkara Nomor: 663/
Pdt.G/2014/PA.Clg yang didaftar pada tanggal 5 Nopember 2014 menurut

hukum harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dicabut, maka di perintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan
perkara tersebut pada buku register perkara ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN
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1. Menyatakan perkara Nomor 663/Pdt.G/2014/
PA.Clg selesai dengan dicabut;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama
Cilegon untuk mencatat  pencabutan perkara
tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk
membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu
rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari
Rabu tanggal 04 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14
Rabiul Akhir 1436 Hijriyah Oleh kami, Syakaromilah, S.HI.,M.H. sebagai
Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.HI.,M.H dan Dian Siti Kusumawardani,
S.Ag.,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana di
bacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka
untuk umum dengan di hadiri oleh Hakim Anggota yang sama dibantu H.

Fathullah. SH.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis,
ttd
Syakaromilah, S.HI.,M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Rosyid Mumtaz, S.HI.,M.H Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH
Panitera Pengganti
ttd
H. Fathullah, S.H.,M.H
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Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000.-

2. Administrasi Rp. 50.000,-

3. Panggilan Rp. 345.000,-

4. Redaksi Rp. 5000,-

5. Materai Rp 6000.-
Jumlah Rp.  436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
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